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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERDAGANGAN SATWA
YANG DILINDUNGI DI KAWASAN HUTAN
DI SUMATERA UTARA
(Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)

OLEH:

HIZKIA BANGUN
NPM:168400162

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi.
Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat
di indonesia, walaupun luas indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Upaya
perlindungan terhadap kekayaan tersebut juga telah dilakukan dengan dibentuknya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan
penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang
dilindungi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam agar tetap terjaga.
Skripsi ini menggunakan suatu kajian kepustkaan dan metode penulisan skripsi yang
yuridis normatif dalam mengkaji suatu literatur dalam arti mengkaji suatu literatur dan
perundang-undangan yang ada. Secara sistematika skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab
yang menguraikan fakta-fakta maupun analisis hukum terkait dengan penegakan hukum
terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penulisan skripsi ini juag
menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perdagangan satwa trenggiling
dengan nomor register 800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn.Kajian dalam penulisan skripsi ini
membahas aspek-aspek hukum pidanasecara umum dan kaitannya dengan penerapan
penegakan hukum pidana. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian
diimplementasikan kembali denganpenegakan hukum pidana terhadap pelaku
perdagangan satwa liar yang yangdilindungi melalui analisis terhadap putusan Pengadilan
Negeri Medan tersebut diatas. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam skripsi
ini adalah apakahpenegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang
dilindungitelah efektif dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tersebut jika
dikaitkandengan vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa.Hasil
pembahasan skripsi ini berfokus pada tidak sesuainya putusan hakim terhada kasus yang
sama terkait dengan perdagangan satwa trenggiling. Pada perkara 800/Pid B/LH/2019/PN
Mdn majelis hakim memvonis terdakwapidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
penjara dan denda 50 pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
penjara 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Pidana, Pelaku, Perdagangan, Satwa Liar
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ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTION IN TRAFFICKING
OF PROTECTED PERSONNEL IN THE FOREST AREA
IN NORTH SUMATERA
(Verdict Studies N0.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)

BY: HIZKIA BANGUN
NPM:168400162

Indonesia is a country with high endemism (endemic level). It is estimated that as
many as 300,000 species of wild animals or about 17% of the world's animals are found
in Indonesia, even though Indonesia's area is only 1.3% of the world's land area. Efforts
to protect this wealth have also been carried out with the establishment of Law Number 5
of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. The
background of the writing of this thesis is the importance of enforcing criminal law
against the perpetrators of criminal acts of trafficking in protected wildlife in order to
maintain the balance of the natural ecosystem so that it is maintained. This thesis uses a
literary study and a juridical normative thesis writing method in reviewing a literature in
the sense of examining existing literature and legislation. Systematically, this thesis
consists of 5 (five) chapters describing the facts and legal analysis related to law
enforcement against protected wildlife traffickers. The writing of this thesis also analyzes
the decision of the Medan District Court regarding the pangolin trade with register
number 800 / Pid.B / LH / 2019 / PN-Mdn. The study in writing this thesis discusses
aspects of criminal law in general and its relation to the implementation of criminal law
enforcement. . These topics and studies were then re-implemented by enforcing criminal
law against the protected wildlife traffickers through an analysis of the Medan District
Court's decision above. The main issue that becomes the main discussion in this thesis is
whether the enforcement of the criminal law against the protected wildlife traffickers has
been effective and has a deterrent effect on the perpetrator if it is related to the verdict
that has been handed down by the Panel of Judges to the defendants. The results of this
thesis discussion focuses on the incompatibility The judge's decision on the same case
related to the pangolin trade. In the case 800 / Pid B / LH / 2019 / PN Mdn, the panel of
judges sentenced the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment and a
fine of 50 fines not paid must be replaced with 3 (three) months imprisonment.

Keywords: Criminal, Perpetrator, Trafficking, Wildlife
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama
sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-
satwa yang ada didalamnya. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau
sekitar 17% satwa yang ada di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas
indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal
kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung.
Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat
bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja.
Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan
ampibi 173 jenis."

Namun dewasa ini banyak ditemui kerusakan habitat beberapa jenis satwa
liar yang dilindungi. Hal tersebut tidak lain merupakan perbuatan sekelompok
manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga upaya pencegahan perlu segera
dilakukan untuk melindungi satwa liar yang mungkin jumlahnya semakin sedikit
di alam liar untuk menghindari kepunahan satwa-satwa tersebut. Meskipun kaya,
indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar
yang terancam punah. Saat ini menurut [UCN jumlah jenis satwa liar yang

terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32

! Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “Beo Nias”, Edisi II, April- Juni 2015,
hal. 23
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jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa indonesia yang terancam punah dengan
kategori kritis (critically endangered) ada 69 spesies, kategori endangered ada
197 spesies dan kategori rentan (vulnerable) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut
benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk
menyelamatkannya.’

Perdagangan satwa liar akan terjadi apabila diawali oleh adanya
penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa dan perdagangan yang dalam hal
ini semua terjadi karena masih adanya permintaan terhadap satwa tersebut. Kini
perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di
Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari
alam , bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan punah masih
diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang
diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan,
pengangkutan yang tidak memadai, kadang sempit dan makanan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan satwa.’

Perdagangan satwa secara ilegal tersebut apabila tidak segera ditangani
tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari,
antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu
keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya
membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh
makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan
suatusaat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang

hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja.

2 .
1bid
3 Pro Fauna, Islam Peduli Terhadap Satwa, (Malang: Pro Fauna, 2010), hlm. 1
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Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia
salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum
dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi
undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka
yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai di pasar-pasar
burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal UU No.5 Tahun 1990
tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas
melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi
adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan
pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40).*

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan
kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi
hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan
masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan
khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan
dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah
dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.’

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu
maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa
yangdilindungi dan yang tidak dilindung (Leden Marpaung 1995:47). Penurunan
populisasi satwa langka di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya
ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Bukan hanya

seleksi alam, hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan serta hutan yang

* UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konseravsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
> Tony Suhartono, Op.Cit. Hal 6.
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dibakar guna dijadikan pemukiman merupakan salah satu ancaman berkurangnya
populasi satwa langka tersebut. Kondisi semakin parah dengan terjadinya
perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di
Indonesia. Permintaan satwa liar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya
perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi
penyebab berkurangnya spesies satwa langka, terlebih lagi penawaran harga jual
yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Kurangnya pengawasan
dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan
semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara
tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka.’

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat mereka
menangkap dan menjual kepada seorang yang berkeinginan memiliki satwa atau
bagian tubuh satwa dilindungi tersebut yang akan memberikan keuntungan yang
besar bagi dirinya sehingga manusia tak perduli apapun dilakukan olehnya dan
juga tidak perduli apakah hewan tersebut sedang dalam kepunahan atau
tidak.Sehingga perburuan dan perdagangan pada satwa yang dilindungi ini harus
segera di tindak lanjuti karena apabila hal ini tidak segera ditindak lanjuti, maka
akan semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan satwa
yang dilindungi tersebut, masyarakat akan terus berupaya untuk mengoleksinya,
mejadikan peliharaan pribadi yang tanpa sadartelah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya akan sangar
menghambat perkembangan satwa tersebut yang pada akhirnya akan

menyebabkan kepunahan. Hal ini tentu sangat merugikan dan juga dapat merusak

6 Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Wildanu S Guntur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepé‘d 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21



Hizkia Bangun - Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perdagangan Satwa....

ekosistem yang ada, bahkan mengganggu sistem rantai makanan yang akan
berdampak pada kelangsungan mahluk hidup di bumi terutama manusia.

Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur perlindungan
terhadap satwa-satwa liar tersebut dan memberikan sanksi yang berat bagi para
pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya hukum memadai
untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA (Sumber Daya Alam)
hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa liar yang sedang menuju kepunahan
terebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang
memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan,
dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian SDA Hayati dalam
jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa akan datang.’

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja
aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan satwa-satwa apa saja yang dilindungi
dan satwa-satwa apa saja yang tidak boleh dipelihara ataupun ditangkap secara
sembarangan tanpa izin. Untuk itu, harus selalu ada sosialisasi hukum berkaitan
masalah seperti ini.

Seperti pada kasus yang dianalisis pada skripsi ini, dimana pelaku terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakaukan tindak pidana
memilik,memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup antara lain:

- 3 (tiga) ekor hewan jenis Kucing Akar (Prionailurus Bengalensis);

- 3 (tiga) ekor hewan jenis Lutung Emas (Trachypithecus Auratus) dan

- 3 (tiga) ekor hewan jenia burung Elang Brontok (Spizaetus Cirrhatus)

’Samedi. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02, (2015),
hlm. 3
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Pelaku tidak memiliki 1jin untuk memilik, memelihara, dan memperniagakan
satwa tersebut karena merupakan termasuk satwa yang dilindungi dikarenakan
jumlah populasinya yang semakin sedikit. Hal ini jelas bahwa harus adanya
perhatian lebih yang menunjukan dengan sangat jelas bahwa banyak sekali
masyarakat tidak mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi.

Sosialisasi sangat di perlukan dalam hal ini karena diharapkan dapat
membuka banyak wawasan kepada banyak pihak tentang keberadaan satwa
yangdilindungi tersebut. Pihak-pihak tersebut juga perlu melakukan pengawasan
secara intensif, bukan secara insidensial (kapan terjadinya), dimana apabila pihak
terkait mengetahui adanya pemilik satwa dilindungi tanpa izin hanya karena suatu
kebetulan. Kemudian juga di dalam pemberian sanksi pidana bagi para pemilik
tanpa izin, diperlukan suatu sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana
terhadap satwa dilindungi baik sanksi administratif maupun penjara, agar
kemudian orang-orang tidak melakukan tindak pidana yang seperti itu lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penlitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dikawsan Hutan Lindung Di
Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Medan:800/Pid.B/LH/2019/PN-MDN)”.

1.2.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa

Yang Dilindungi Dikawasan Di Sumatera Utara?
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2. Bagaimana Perlindungan Hukum TerhadapPerdagangan Satwa Yang
Dilindungi Dikawasan Di Sumatera Utara?

1.3.  Tujuan Penelitian
Sesuai dengan penelitian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan
Satwa Yang Dilindungi Dikawasan Di Sumatera Utara.

2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa
Yang Dilindungi Dikawasan Di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis/praktis yang dijadikan

sebagai acuan dalam pembuatan saran, bagi:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan

yang terkait terhadap satwa dilindungi dan menambah wawasan yang sangat luas

terhadap satwa-satwa dilindungi.

2. Manfaat Praktis

1) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan baik bagi masyarakat, mahasiswa,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah dan sebagainya dalam
melakukan penelitian yang berhuungan dengan tindak pidana
pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa memiliki ijin.
2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang satwa-satwa

apa saja yang tidak dapat dipelihara sembarangan tanpa memiliki ijin

khusus telebih dahulu.
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3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang satwa-satwaapa
saja yang tidak dapat dipelihara sembarangan tanpa memiliki ijin khusus

telebih dahulu.
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BAB Il

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum Pidana
Hukum Pidana adalahkeseluruhan ~ dari  peraturan-peraturan  yang

menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana,

serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang
melakukannya (Ikhtisar ilmu Hukum, Prof.DR.H.Mucshin,S.H,Hal.84).

Meljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk:®
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa

saja yang melanggarnya. Ini termasuk kedalam pengertian pidana materil.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah
melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan. Poin ini juga termasuk kedalam
pengertian pidana materiil.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan
tersebut. Yang dimaksud dalam poin ini adalah mengenai pidana formil.
Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam

hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana

¥ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 1.
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materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang
diancam dengan hukum pidana; penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi
agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum
pidana; dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan
hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan
diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian
peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yan berkuasa,
yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan
negara dengan mengadakan hukum pidana.’

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa
melarang larangan tersebut. Menurut D.Simon unsur-unsur tindak pidana atau

Strafbaar Feit adalah:'°

1. Perbuatan Manusia (Positif atau negatif), berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan,

2. Diancam dengan pidana (Straafbaar gesteid),

3. Melawan hukum (Onrechmatig),

4. Dilakukan dengan kesalahan (Met shuld inverband stand),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (7oerekening vatbaar

persoon).

’ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur: Bandung, 1962, hlm. 13.

' Benny Karya Limantara, Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di
Lindungi, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, juli 2016,
hlm. 147.
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2.2, Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-Unsur Tindak Pidana Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke

dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur,

yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan
unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan

unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di

dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif

dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud atau Qogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,
dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte Raad seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal
340 KUHP;

5. Perasaan takut atau Jress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan
tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau Wederrechtelijkheid,
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2. Kualitas dari si pelaku, misalnya ‘“keadaan sebagai seorang pegawai
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di
dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan
antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyatan sebagai
akibat."'

2.3.  Pengertian Penegak Hukum
Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk Law Enforcement. Dalam

bahasa Belanda dikenal Rechtstepassing dan Rechtshandhaving. Pemikiran yang

dominan disini mengatakan, penegakkan hukum adalah suatu proses logis yang
mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul
kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika.

Logika menjadi kredo dalam pengakan hukum. Penegakkan hukum dapat juga

dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakkan hukum

itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan ketelibatan manusia

di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilihat

sebagai proses logisioner, melainkan suatu yang kompleks. >
Penegakkan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk

itu, seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung
perintah dan pemaksaan (coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan
bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya

bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan

"'P_AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di
Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 192.
1277

1bid.
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manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan
itu menjadi manifest.'?

Seorang penegak hukum ketika menangani dan memutus suatu perkara,
tentunya tidak hanya terpaku pada aturan normatif saja. Untuk mendapatkan
keadilan substantif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong UU,
tetapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri,
bahkan jika perlu menemukan hukum dalam proses sosial. Sehingga para hakim
tidak hanya sekedar faham dan tahu secara yuridis-normatif, tapi juga
yuridissosiologis."?

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran
bagi para pencari keadilan, haruslah memiliki kemampuan interpretation, yakni
usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan
(dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan
dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga
akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal,
baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan
memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat
menyatakan, “keadilan adalah kelebihan (virfue) pertama dari institusi social
sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Variasi teori keadilan

memberikan pemikiran pemikiran bahwa tidak jelas apa yan dituntut dari keadilan

"Ibid., him. 192.
PUmar Sholehudin, Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum, Setara
Press: Malang, 2011, hlm. 45.
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dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu tidak jelas. Keadilan
intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.'*

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit,
persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua
tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi
semua masyarakat. Pemikir sosiologi, Roscoe Pound, mengatakan bahwa keadilan
bukanlah semata-mata persoalan yuridis saja, tetapi masalah sosial yang dalam
banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan hukum bagi masyarakat tak
sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada
aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai
kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif,
yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul pada
keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik
dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan
bagi masyarakat."”

1. Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, ahkam artinya bukan hakim tetapi
bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa Arab yakni
gadhi. Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam mengemban tugas

penegakkan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban

"“Ibid., hlm. 41.
Bbid., him. 44.
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berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu
masyarakat yang adil dan makmur.'®

Menurut KUHAP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan
sebagai pimpinan. Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi dengan
tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena
sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum,
kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak
saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis
hukum (peradilan), tetapi juga pribadinya harus mencerminkan bahwa ia wakil
Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.'’

Kewajiban hakim menurut undang-undang Pasal 27 U No 14 Tahun 1970
yang berbunyi, Hakim sebaai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kewajiban hakim
tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebut dalam Pasal 28
UU No 4 Tahun 2004 yang isinya: 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 2)
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.'®
2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

'® Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta,
2006, hlm. 49.

"Ibid., him. 52.

'8 Rusli Muhammad, Op.Cit., him. 53.
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut tugas dan wewenang Kejaksaan di
bidang pidana adalah:"

1) Melakukan penuntutan;

2) Melaksanakan penetapan hakim dan putussan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusn lepas bersyarat;

4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun1961 menjadi
Undang-Undang No 5 Tahun 1991, terdapat perubahan mendasar pada susunan
organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang pada akhirnya memuncak
setelah lahirnya era reformasi yaitu adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2004
menggantikan UU No 5 Tahun 1991.%

Kehadiran undang-undang baru itu semakin menegaskan eksistensi
Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun
pihak lainnya. Kejakaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis)
mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi

Kejaksaan yang dapat menetukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke

' Suparman Marzuki, Op.Cit., hlm. 38.
2077 -
1bid.
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Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara
Pidana. Disamping sebagai dominus litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Sebab itulah, Undang-
Undang Kejaksaan yang baru tersebut dipandang lebih kuat dalam menetapkan
kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negaara pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.”'

3. Polisi

Penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP) adalah pejabat
Polisi Negara RI (Polri). Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyeut
selain Polri sebagai Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) teretentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan
penyidikk diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2) PP No 27 Tahun 1983
yaitu: pejabat polisi tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu
letnan dua polisi; dalam hal di suatu sektor kepolisisan tidak ada pejabat penyidik
yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan
sektor kepolisisan yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi,
karena jabatannya adalah Penyidik.*

Kedua rumusan tersebut menggambarkan bahwa tidak semua polisi yang
berpangkat letnan dua polisi dan pangkat ke atasnya menjadi penyidik; apabila
tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor/
kepala kepolisian sektort yang pangkatnya di bawah pembantu letnan dua (pelda)
ex officio menjadi penyidik.” Salah satu dampak berlakunya KUHAP ini polri

menjadi penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum. Kewenangan polisi

' Ibid., him. 39.
z Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 47.
1bid.
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sebagai penyidik sangat luas dan besar apabila pengawasan vertikal maupun
horizontal kurang serta tidak diimbangi dengan mentalitas yang baik dan
profesionalisme tinggi, niscaya cita-cita pembentuk undang-undang tidak
terwujud.24

Kewenangan serta kewajiban penyidik termaktub dalam Pasal 7 ayat (1)
KUHAP, kewenangannya antara lain menerima laporan atau pengaduan dari
seseorangtentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di
tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil
sidik jari dan memotret seorang; melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi; dsb.”

Berdasarkan KUHAP dan PP No 27 Tahun 1983 pelaksanaan penyidikan
tindak pidana khusus dilakukan oleh penyidik polri dan jaksa tindak pidana
khusus yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang
No 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntuan, Dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi, Undang-Undang No 11 Pnps Tahun 1963 Tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang No 5 Tahun 1971 Tentang
Pemberanasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang dan kewajiban penyidik tindak
pidana khusus sama dengan wewenang dan kewajiban penyidik tindak pidana

umum, kecuali tiga undang-udang tindak pidana khusus tersebut mengatur lain.

2Ibid., him. 48.
21bid., hlm. 49.
21bid., hlm. 51.
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4. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam anggapan umum yang disebut sebagai Penyidik hanya pejabat
polisi negara RI (Polri). Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri
masih ada penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipl (PPNS), Jaksa, dan
perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan itu, antara lain dapat dilihat dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan
Pemerintiah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Selain polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan (vide Pasal 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Tidak semua pegawai
negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul
yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur
secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain Undang-undang No 9
Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-undang Nom 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian, Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).”’

PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya. Misalnya PPNS di bidang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya sesuai dengan UU KSDAHE. Dalam undang-undang
tersebut PPNS diatur dalam Pasal 39 ayat (3) disebutkan bahwa PPNS dibidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena kewajibannya

mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.”®

*"Ibid., hlm. 52.
*pasal 39 Ayat (2) UU No 5 Tahun1990.
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PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang
tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri
merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak
hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di
atas. Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan
subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan
keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian
sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.”

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara
Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang
yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
Wujud kegiatan koordinasi dapat berupa :*°

1) Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi
bersama.

2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau sewaktu-waktu tertentu yang
dipandang perlu.

3) Menunjuk seorang atau lebih Liaison Officer (LO) yang secara fungsional
menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai
penghubung dengan Polri. Menyelenggarakan latihan atau orientasi

dengan penekanan di bidang penyidikan.

%% Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, dkk, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, USU Law Journal,
Vol.II-No.2 (Nov-2013), 2013, hlm. 62.
307

1bid.
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2.4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono
Soekanto adalah :*'
1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatau peraturan hukum akan semakin memungkinkan
penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan
semakin sukarlah menegakannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa
peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara
yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak hukum

Praktik penyelengaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan kepastian
hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu
rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur
yang telah ditentukan secara normati. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan
yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat
dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan
hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup
law enforcement, namun juga peace maintanance, karena penyelenggaraan hukum
sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola
perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
3. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran

31Soerjono Soekanto, 2014.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, hlm. 2.
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hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang
baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka
akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dalam hal
kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan tindak pidana satwa liar yang
dilindungi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang telah diatur
dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi, mempunyai yang sangat besar bagi manusia dan manusia
yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaiman seharusnya bertindak,
berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.
Dengan demikian, kebudayaan adalah adalah suatu garis garis pokok tentang
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan
apa yang dilarang.
5. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut
antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau
hal-hal tadi tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai

tujuannya.
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2.5.  Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun.”

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif,

Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.™

Permasalahan terkait perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk
kepatuhan terhadap hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang sebahagian
besar merupakan objek yang tidak dapat terpisahkan dengan ruang lingkup

perlindungan hukum tersebut.Sikap hukum (Legal Attitude) diartikan sebagai

*?Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, 200), hlm. 74
3347
Ibid., hlm. 75
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kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan
terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum
itu ditaati. Apabila hukum ditaati maka suatu perlindungan hukum akan terwujud
seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum
yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita-cita perlindungan hukum yang
bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat sert mengatur
ketertiban dan kamanan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahuii bahwa perlindungan hukum
adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap martabat manusia serta
pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.Manusia sebagai subjek
hukum memiliki hak dan kewajiban dan kehidupan sehari-hari termasuk interaksi
dengan lingkungan hidupnya.

Lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang
ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Manusia
adalah salah satu wunsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya
akanmempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.**

Makhluk hidup yang lain termasuk satwa tidaklah merusak, mencari atau
menguras lingkungan. Oleh karena nya manusia tidak dapat terlepas dengan
lingkungan hidupnya, baik dengan manusia itu sendiri ataupun dengan makhluk
hidup lainnya salah satunya dengan satwa.

Unsur-unsur lingkungan merupakan satu kesatuan, yang oleh karena nya

harus selalu terjaga kelestariannya agar tidak berdampak buruk dan merubah

**Andi Hamzah, Pengelolaan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1
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tatanan lingkungan yang mengakibatkan kualitas lingkungan menurun yang pada
akhirnya banyak spesies hewan atau satwa yang akan jarang ditemui di habitatnya
atau satwa tersebut akan menjadi langka.

Perlindungan hukum terhadap hak hewan maupun terhadap hak tumbuhan
sangat perlu dilakukan agar selalu terjaga kelestariannya. Manfaat perlindungan
hukum terhadap lingkungan, tentu tak hanya akan dirasakan oleh hewan saja, tapi
akan juga dirasakan oleh manusia. Perlindungan hukum terhadap hak hewan bisa
berarti menjaga kelangsungan hidup hewan dan mencegah kepunahan spesies
hewan.

Setiap satwa memiliki hak untuk hidup dan memiliki kepentingan sendiri,
termasuk pula hak untuk tidak hidup dengan menderita, tidak jauh berbeda dengan
hak dan kepentingan yang dimiliki oleh manusia, disinilah dapat dilihat bahwa
makna perlindungan hukum tidak hanya semata-mata diterapkan kepada manusia
tetapi pantas juga diterapkan kepada lingkungan terutama terhadap hewan
atausatwa. Oleh karena itu perlindungan terhadap satwa terutama satwa dilindungi
harus selalu dilakukan.

2.6.  Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam
perspektif hukum Administrasi Negara terutama mengenai konsep, prinsip, sarana
perlindungan hukum dan bentuknya.Perlindungan hukum perspektif hukum
administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka
pelayanan publik berkenaan tindak pemerintah berdasarkan atas asas Negara

hukum.®

35Zulyadi Rizkan,SH,MH, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum.
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Kepustakan hukum pemerintah negeri belanda, istilah perlindungan
hukum bagi rakyat digunakan fern rechtsbescherming van de burgers tegen de
overhead.Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan
hukum pemerintah yang bertentangan dengan perturan perundang-undangan dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penegakan The General Principal
Of Good Governance.

Dalam konteks Indonesia, Philipus M.Hadjon, istilah yang di pandang
tepat adalah perlindungan hukum bagi rakyat, bukan perlindungan hukum bagi
rakyat terhadap pemerintah seperti konsep hukum Belanda, dengan argumentasi:
1) Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah
pemerintah; 2) Dicantumkannya terhadap pemerintah atau terhadap tindakan
pemerintah, menimbulkan kesan seolah-olah ada komfirmasi antara rakyat yang
diperintah dengan pemerintahan sebagai yang memerintah.

Di Negeri Belanda, menurut J.B.J.B.M ten Berge, berkaitan dengan
pengunaan kewenangan pemerintah, ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum
(rechtsberscheming) yang mencakup:

1. Bescherming via de democratie (perlindungan melalui demokrasi),
bentuknya setiap warga Negara dapat mengajukan petisi kepada
pemerintas kota, pemerintah provinsi, atau ke perlemen, sesuai dengan
ketentuan pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda;

2. Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen (perlindungan
melalui hubungan hierarki pemerintahan), bentuknya banding administrasi
berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah atasan, misalnya hak

memberikan atau menolak persetujuan keputusan pemerintah kota oleh
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pemerintah atasan, misalnya hak memberikan kota oleh pemrintah provinsi

berdasarkan pertimbangan keabsahan dan kepentingan umum sesuai

dengan undang-undang penataan ruang;

3. Bescherming via juridsche voorzieninge (perlindungan melalui penaturan
yudiris), bentuk layanan bahwa keputusan penguasa yang disengketakan
melalui kewenagan kekuasaan kehakiman, baik oleh hakim pengadilan
perdata, maupun badan-badan khusus sebagai pengadilan administrasi.

2.7. Pengertian Satwa, Satwa Liar dan Satwa Yang Dilindungi

2.7.1. Satwa
Dalam pemakaian bahasa sehari-hari satwa biasanya diistilahkan dengan

berbagai kata. Kata yang biasa disebut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

adalah hewan atau binatang. Satwa atau hewan biasanya sering berdampingan
bersama dengan masyarakat seperti dijadikan sebagai hewan peliharaan, misalnya

seperti kucing, anjing, dll.

Pengertian mengenai satwa itu sendiri terdapat di dalam undang-undang
No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,
arti satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat
maupun di air”.

Satwa merupakan makhluk hidup lainnnya selain manusia yang dapat
bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat yang sangat
penting dalam kehidupan. Satwa juga merupakan sebagian sumber daya alam
yang tidak akan ternilai harganya, meskipun satwa memiliki manfaat dan peranan

yang besar bagi manusia juga tidak ternilai harganya tetapi tetap saja kelestarian
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dari satwa juga tetap harus dijaga sehingga hewan tidak punah baik karena factor
alam, maupun dikarenakan faktor lain seperti perbuatan manusia berupa
perburuan, dan kepemilikan satwa tanpa adanya izin yang sah.

2.7.2. Satwa Liar

Pengertian tentang satwa liar hampir sama dengan pengertian dari satwa.
Satwa liar mempunyai definisi yang juga diatur di dalam undang-undang No. 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
dalam pasal 1 Ayat 7 yang artinya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan
atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang
hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dalam konteks pengertian diatas dapat diartikan bahwa satwa dan satwa
liar hampir sama, hanya saja sifat dari satwa liar lebih liar daripada satwa. Misal
pada satwa, hewan yang termasuk satwa adalah kucing, anjing, sedangkan pada
satwa liar, hewan yang termasuk jenis satwa liar seperti harimau, gajah, serangga
dll. Dalam hal ini, ikan dan ternak tidak dapat dikategorikan sebagai satwa liar
tetapi dikategorikan sebagai satwa. Persamaan yang ada disini bahwa keduanya
sama-sama dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia.

Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai
ekonomi satwa liar sebagai sumber daya alam yang sangat terkenal di wilayah
tropik, seperti benua Afrika, sehingga satwa liar ini dijadikan sebagai aset yang
layak untuk dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada

beberapa macam, antar lain: 36

**Wiratno. Berkaca dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman
Nasional, (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001), him. 106-107
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Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku
pedalaman:
1. Perburuan tradisional seperti kulir yang biasanya digunakan sebagai bahan

pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;

2. Mengumpulkan dan menjual beberapa satwa liar;

3. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, raggah, cula
dan gading;

4. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy) atau untuk

olahraga wisatawan;

5. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai abstraksi untuk
wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret
atau mendekatinya.

Satwa liar juga sering melakukan perpindahan tempat tinggal dikarenakan
melemahnya ekosistem pada habitat mereka. Satwa liar yang melakukan
perpindahan tempat tinggal biasa disebut dengan satwa migran yaitu satwa yang
berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.”’

2.7.3. Satwa yang Dilindungi
Satwa dilindungi dalam hal ini juga termasuk satwa liar, yang

membedakan hanya tidak semua satwa liar dikategorikan sebagai satwa

dilindungi.

37Cahyadi, Definisi Satwa Liar, http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisisatwa-
liar.html, diakses pada 17 Februari 2018
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Satwa liar yang dapat dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi karena

g - . . 38
sudah memilki unsur-unsur seperti berikut:

1. Satwa liar tersebut merupakan satwa endemik;
2. Satwa tersebut jumlahnya sedikit di alam;
3. Satwa liar tersebut merupakan satwa khas suatu daerah yang hanya dapat

ditemukan di daerah tersebut, seperti harimau sumatera.
4. Satwa liar tersebut memiliki keunikan yang khas dari satwa yang lainnya.

Dalam artian kata sempit, satwa dilindungi dapat diartikan sebagai jenis
satwa yang populasinya sedikit dan habitatnya hanya terdapat di daerah tertentu
saja (endemik). Habitat sangat berperan penting dalam keberlangsungan
perkembangbiakan sumber daya alam baik itu hewan ataupun tumbuhan, namun
sangat berpengaruh bagi hewan. Bagi satwa, habitat menjadi tempat
perkemabangbiakan yang alami yang sangat berpengaruh besar, apabila habitat
satwa rusak, maka akan mempengaruhi proses perkembangbiakan mereka, yang
mengakibatkan akan berkurangnya jumlah populasi dari satwa tersebut.
2.7.4. Jenis-jenis Satwa Dilindungi

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih dimiliki untuk
dipelihara, diperdagangkan bahkan dikonsumsi sendiri oleh masyarakat secara
bebas di Indonesia. Saat ini, banyak dari masyarakat dengan sengaja tidak ingin
mencar tahu jenis-jenis satwa apasaja yang masuk kedalam kategori dilindungi.
Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui hewan apasaja yag sudah dalam
kategori hewan yang dilindungi sehingga terkadang banyak dari masyarakat yang

tidak sengaja, menangkap, memelihara, mengkonsumsi satwa-satwa dilindungi

** Agus Haryanta, Dwi Nugroho, dan Novi Hardianto, Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di
Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan. (Jakarta: Wild Conservation Society-Indonesia
Program, 2013), hlm 2
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tersebut terutama masyarakat pedesaan yang saat ini masith dianggap hidup
berdampingan dengan satwa-satwa tersebut tetapi tidak tahu bahwa satwa-satwa
tersebut telah dalam kondisi kepunahan dan dikategorikan sebagai satwa
dilindungi.

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah dan
jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran buku “Komnservasi
SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya” terbitan Departemen Kehutanan,
Jakarta, Maret 1991 memuat antara lain:“banyak pendapat yang mengatakan
bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna
tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-
puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3.000 jenis
ikan, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek”.

Dahulu perlindungan terhadap jenis-jenis binatang tertentu diatur pada
Dierenbeschermings Ordonatie 1931 dan Dierenbeschermings Verordening 1931.
Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Pertanian telah menentukan jenis-jenis
satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan-keputusan berikut: *°
1. Nomor : 421/Ktps/Um/8/1970
2. Nomor : 327/Ktps/Um/7/1972
3. Nomor : 66/Ktps/Um/2/1972

Ketiga keputusan tersebut telah menentukan perlindungan satwa yang
terdiri dari:

1. Mamalia : 95 jenis

2. Aves : 372 jenis

**Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, (Jakarta: Erlangga,
1995), hlm. 48
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3. Reptilia  : 28 jenis
4. Pisces : 20 jenis

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka
Dierenbeschemings Ordonatie 1931 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Pasal
24 memuat ketentuan peralihan sebagai beriikut: “Semua peraturan pelaksanaan
dari peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya hayati dan
ekosistemnya yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Dengan demikian Keputusan Menteri Pertanian tersebut sebagai peraturan
pelaksanaan yang berlaku. Terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan
pelaksanaannya karena peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 dimuat dalam:

1. Pasal 20 ayat (2), yakni bahaya kepunahan dan populasi yang jarang pada

jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

2. Pasal 22 ayat (4), yakni penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi.
3. Pasal 23 ayat (2), yakni pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar

negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pasal 25 ayat (2), yakni pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi dalam bentuk pemelihaan/ pengembangbiakan oleh lembaga-

lembaga yang dibentuk.
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5. Pasal 36 ayat (2), yakni pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam
bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran;
pemburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-
obatan; pemeliharaan untuk kesenangan.

Dengan demikian jika ada Keputusan Menteri yang langsung mengacu
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tanpa adanya peraturan pemerintah,
maka Keputusan Menteri tersebut kurang tepat dipandang dari segi ilmu hukum.*
2.8.  Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar

Istilah hukum secara etimologis hukum disebut /ew (bahasa Inggris) dan
recht (Belanda dan Jerman) atau droit (Prancis). Istilah recht berasal dali bahasa
Latin rechtum berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan.
Rechtum dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja.
Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi right (hak atau adil) juga
berarti hukum.*

Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari iubere, artinya
mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah
bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah ius (hukum) sangat
erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau justitia. lustitia atau juetitia adalah
dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. luris atau juris (Belanda) berarti
hukum atau kewenangan (hak) dan jurist (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum
atau hakim. IstilahJurisprudence (Inggris) berasal dari kata iusris merupakan
bentuk jamak dari ius yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau

sebagai hukum kebiasaan, atau berarti hak, dan prudensi berarti melihat kedepan

40 .
Leden Marpaung, opt.cit., 50.
“'Umar Said Sugiarto. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 6
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atau mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang
mempelajari hukum.*

Hukum adalah kaidah-norma tentang yang benar baik bermanfaat maka
penanganan terhadapnya pun haruslah sesuai dengan keluhuran kaidah itu.
Perlakuan terhadap sesuatu yang bernilai, harus berbeda dengan yang tidak
bernilai. Perlakuan terhadap sesuatu yang menyangkut martabat manusia, harus
berbeda dengan barang atau benda materi yang boleh diperjual-belikan. Dengan
kata lain, hukum harus ditangani secara bermoral, tidak boleh dengan cara-cara
tidak bermoral seperti yang sering terjadi saat ini.*’

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga
negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum
akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Philipus M. Hadjon merumuskan
prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan
Ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep
perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan,
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep- konsep rechtsstaat, dan the
rule of law. la menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan
Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan
hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara

hukum yang berdasarkan Pancasila.**

42Ibial., halaman. 7

*Yovita. 2014. Moralitas Hukum. Jakarta: Genta Publishing, halaman 18

44Philipus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu,
halaman. 20
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Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam
penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum
di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan
dasar ideologi bangsa Indonesia.

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum
yakni, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun
yang menjadi dasar adanya kedua perlidungan hukum tersebut, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan penelitian sebuah tim dari Council of Europe tentang The
Protection Of The Individual In Relation In Acts Of Administrative Authorities
yang membahas The Right To Be Heard sebagai sarana perlindungan hukum yang
preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari The Right To Be
Heard, yaitu:

1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-
haknya dan kepentingannya;

2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (good
administration) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang
memerintah dan yang diperintah.*’

2. Perlindungan Hukum Represif
3. Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang
menganutcivil law system ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum

(di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di

Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada

“Ibid., halaman 4
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negara-negara yang menganut common law system hanya mengenal satu
set pengadilan yaitu ordinary court. Selain dari dua sistem hukum tersebut,
negara-negara Skandivania telah mengembangkan suatu lembaga
perlindungan hukum yang disebut Ombudsman.*°

Perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada
sistem hukum suatu negara apakah menganut civil law system, common law
system, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandivania.
Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi
berbeda.

Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun
badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk
mengenai tindak pemerintahan.*’

Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, ombudsman juga
tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima
laporan/keluhan dari masyarkat terkait tindak pemerintahan yang notabene
laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran
ombudsman sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.

Tujuan dari the right to be heard (hak untuk didengar) adalah menjamin
keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini
lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk
banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan

kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan

“Ibid., halaman 5
“"Ibid., halaman 8
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terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang
dimiliki rakyat.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai
manusia.*®

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.*

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap
hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak
hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap
sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian
meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan
terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang
memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum
jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka

secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap

484, .
Ibid., halaman 53

*Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di indonesia, Surakarta;

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, halaman. 14.
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hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh
hukum itu sendiri.”

Menurut Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, Teori perlindungan hukum
Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan
cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.”!

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan
manusia yang perlu diatur dan dilindungi.’

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum
lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk
mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

*0 “perlindungan Hukum” melalui http:/www.google.perlindungan-hukum.html, diakses pada
tanggal 01 September 2016 pada jam 23.15 WIB
>'Sutjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 53
5244 .
Ibid., halaman. 69
**Ibid., halaman 54
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kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat
preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.
Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh
karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan
perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana
positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan
“perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai
rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada
hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap
kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif
tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena
realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum
mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.”

Menurut Muhsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan
hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

>*Ibid., halaman. 55
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pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam mengatasi ancamaan
kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan yang menjadi penyebab utama
terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai
hewan lindung yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk perlindungan
satwa langka/lindung dari kepunahannya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi perlindungan hukum
utama bagi satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menentukan pula kategori atau
kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan
yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman
satwa langka/lindung, serta ekosistemnya.

Bentuk perlindungan secara preventif dalam usaha pelestarian binatang
lindung atau langka diantaranya:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian binatang

langka untuk tetap hidup di habitatnya. Sehingga, mereka tidak lagi
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mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk

tetap hidup di habitat aslinya;

2. Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan
oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu
kampanye serta memberikan dukungan finansial dan moral;

3. Membuat tempat penangkaran bagi hewanhewan langka agar bisa
berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar
bisa hidup secara alamiah;

4. Tidak melakukan perburuan bianatang langka dan melaporkan setiap
aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib; dan

5. Tidak melakukan transaksi, sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan
binatang tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang kurang
berkompeten, dan selanjutnya menyerahkan binatang tersebut pada pihak
yang berkompeten.”

Perlindungan  hukum terhadap satwa secara represif adalah
denganmenegakkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya
Alam, Hayati dan Ekosistemnya jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

>Yesika Liuw. “Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990”. Artikel, melalui http://www.google.com, di akses, Minggu 13 Oktober
2018, Pukul 14.23 Wib
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2.9. Perdagangan Satwa llegal di Indonesia

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sebagai bentuk
pemanfaatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Ketentuan dalam
CITES.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat
diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang diperoleh dari
hasil penangkaran maupun pengambilan atau penangkapan dari alam. Untuk
pemanfaatan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES dapat
dilakukan melalui upaya penangkaran. Satwa liar dilindungi hasil penangkaran
yang telah mencapai generasi kedua (F2), dan unit usaha penangkarannya telah
terdaftar di Sekretariat CITES dapat dimanfaatkan. Semakin langka tumbuhan dan
satwa tersebut maka nilainya dalam perdagangan akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Nijman, dkk pada Tahun 2009, menyebutkan
bahwa terjadi peningkatan perdagangan Elang Jawa setelah dinyatakan sebagai
Satwa Langka Nasional. Penelitian yang dilakukan Shepherd pada Tahun 2010,
disebutkan bahwa di pasar-pasar burung Medan ditemukan 10 jenis primata yang
sering diperdagangkan, dari 10 jenis tersebut, menurut [IUCN Red List, 4 spesies
termasuk Endangered, 4 termasuk Vulnerable, 1 termasuk Threatened dan 1
termasuk dalam Least Concern, sedangkan menurut hukum di Indonesia 6 spesies
merupakan jenis dilindungi. Beberapa hal yang melatarbelakangi maraknya

perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia, yaitu adanya
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permintaan pasar, nilai ekonomi yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat,
penegakan hukum lemah, issu belum menjadi permasalahan nasional.>®

Menurut Rosen dan Smith menyatakan bahwa kondisi saat ini
perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar sangat membahayakan, perlu lebih
banyak sumber daya yang harus ditujukan untuk menyelidiki dan mengatur
perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar pada level lokal, regional, dan
internasional. Pada tingkat lokal, kampanye dan edukasi untuk masyarakat tentang
perdagangan ilegal dan dampaknya dapat membantu untuk mengurangi
permintaan. Pada skala regional, perlu adanya kemitraan dalam penegakan
hukum, seperti ASEAN WEN.”’
2.10. Modus Operandi Tindak Pidana yang Dilakukan Pelaku Perdagangan

Satwa Liar Yang Dilindungi

Modus operandi tindak pidana terkait satwa liar merupakan cara atau
metode yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perdaganagan satwa liar
yang dilindungi melakukan kejahatan, termasuk upaya mengelabui aparat penegak
hukum dalam meloloskan perdagangan satwa liar yang dilindungi.”®
l. Jual beli Online (e-comemerce) dan media sosial

Perdagangan satwa liar berkembang mengikuti tren pada saat ini. Modus

lain yang patut diwaspadai terkait perdagangan satwa liar adalah media

*°Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia melalui Kerjasama Asean
Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen). Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, halaman 18.

>’ Ibid., halaman 19.

*%Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Op. Cit.,
hal.47.
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onlineberbasis internet. Bahkan sistem jual beli putus juga dipakai untuk
menyulitkan petugas Kepolisian maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam.”

Pola perdagangan tidak melulu dilakukan melalui proses jual beli
konvensional, kini perdagangan satwa juga memanfaatkan dunia maya. Sejumlah
situs internet dijadikan tempat berdagang satwa liar. Modus jual beli seperti ini
disukai oleh para penjual karena mereka dapat lebih mudah memasarkan satwa,
daya jangkau konsumen yang luas dan memungkinkan tertangkap yang lebih sulit.
Komunikasi para penjual dan calon pembeli dilakukan melalui sarana
telekomunikasi, seperti telepon, pesan singkat (SMS), Blackberry Mesengger
(BBM), chat di meda sosial seperti Facebook. Setelah persetujuan antara penjual
dan pembeli terjadi, pembayaran dilakukan dengan sistem transfer perbankan atau
pembayaran lunas pada saat barang diantar. Barang (keseluruhan ataupun
sebagian dari satwa) akan dikirimkan melalui kurir, atau pengiriman dilakukan ke
alamat pembeli melalui jasa ekspedisi yang sering tersedia di sarana transportasi
umum seperti bis malam antar provinsi.®’

Adanya internet membuat para pedagang dapat meminimalkan
pengeluaran mereka dalam menjual satwa. Mereka dapat berjualan dari rumah dab
berhubungan dengan calon pembeli lewat internet. Internet jugalah yang
sebenarnya terlibat dalam mempromosikan satwa liar segingga semakin banyak
orang yang tertarik untuk membeli, contohnya seperti ketika ada seseorang yang

mengunggah video kukangnya yang lucu di channel Youtube.®'

**http://www.bbe.com/indonesia/majalah/2016/03/160304_majalah_perdagangan_satwa_facebook
diakses 30 sept 2016 pukul 09.28 wib

®Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Op. Cit.,
hal.52.
61http://Www.Academia.Edu/22077787/Masalah_Perdagan,qan_Dan_Penvelundur)an_Satwa_Liar_
Secara Ilegal Dari Tinjauan Ekonomidiakses tanggal 6 September 2016 pukul 06.41 Wib
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Perdagangan satwa liar yang berstatus langka kini semakin
mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Diduga, satwa-satwa yang
berstatus endemik dari berbagai pulau di Indonesia kini sudah semakin mudah
menyebar ke berbagai negara seluruh dunia. Penyebaran satwa liar tersebut terjadi
melalui jaringan sosial media yang semakin masif perkembangannya dalam 10
tahun terakhir ini. Fakta tersebut kini sudah semakin mengkhawatirkan, karena
kekuatan sosial media dewasa ini sudah diakui sangat besar oleh semua kalangan
di dunia.”

Dalam perdagangan online satwa liar biasanya para pelaku membuat grup
komunikasi pedagang dalam sosial media seperti Facebook dilengkapi dengan
sarana transaksi bersama atau sering disebut rekber (rekening bersama) supaya
lebih aman. Cara kerjanya rekber menjadi pihak ketiga dalam tranksaksi,
menjembatani pedagang dan pembeli. Kala pedagang dan pembeli sepakat,
pembeli mengirimkan uang kepada rekber dan penjual mengirimkan satwa kepada
pembeli. Jika pembeli sudah menerima satwa dan sesuai spesifikasi, pembeli akan
melakukan konfirmasi kepada rekber. Rekber akan melakukan pengiriman kepada
rekening penjual. Dalam grup pedagang online ini biasa ada jasa pengiriman
satwa khusus.” Sejak Tahun 2011-2015 telah terindentifikasi 52 kasus

. 64
perdagangan secara online.

62

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/perdagangan-satwa-liar-semakinmengkhawatirkan
diakses 30 sept 2016 pukul 09.31 Wib

®http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/ diakses pada 4 September 2016 pukul 18.40
Wib

**Wild Crime Unit-Wildlife Conservation Society Indonesia Program, Data Kasus Kejahatan atas
Satwa, 2015.
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2.11. Sanksi Pidana Terhadap penyelundupan Satwa Liar dan Sanksi
Pidana Terhadap Satwa

2.11.1. Sanksi Pidana Terhadap Satwa
Tindak pidana terhadap satwa diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4)

jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2)

menyatakan antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

dan ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 40 ayat (4)

menyatakan antara lain: “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) ta hun dan

denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) terletak pada
unsur subyektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang
dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) jenis perbuatan yakni:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup. Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, dan
memperniagakan memiliki kadar bahaya keppunahan yang lebih tinggi
dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan
rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba
atau keuntungan. Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara

merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk
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memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua
perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

1) Seckor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata
untuk diobati dan dilindungi;

2) Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk
menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat
dipergunakan karena kena oli atau minyak yang mencemari air.Dalam hal
tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan
dalam pasal 21 ayat (2) itu perlu memperlihatkan pasal 22 ayat (1) yang
antara lain mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada
bagian a terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam
keadaan hidup yakni: ®
a. Menangkap
b. Melukai
c. Membunuh
d. Menyimpan
e. Memiliki
f.  Memelihara
g.  Mengangkut
h. Memperniagakan

2. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-
bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di

® Leden Marpaung, op.cit., 51.
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Indonesia atau ketempat lain di dalam dan di luar Indonesia. Hal tersebut
dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. Berdasarkan rumusan tersebut
ditentukan 3 (tiga) perbuatan yakni: meperniagakan, menyimpan,
memiliki. Sedangkan obyeknya adalah: kulit, tubuh, bagian-bagian satwa
yang dilindungi, barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi.
Dengan kata lain, memperniagakan, memiliki atau menyimpan barang-
barang yang di buat dari bagian kulit, tubuh, serta bagian-bagian satwa
yang dilindungi itu dilarang bahkan memidahkanya pun dilarang. Dalam
penjelasan uraian diatas tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa
setiap kegiatan perniagaan baik itu di perjual belikan mau diselundupkan
dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan
di atas memindahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang.®
2.12. Tindak Pidana dalam Perdagangan llegal Satwa Liar yang Dilindungi
Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal
yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati diguanakan istilah
memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia) adalah sama  halnya dengan kata  memperdagangkan;
memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.®’
Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang
Konservasi Hayati, yang isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:(2) Setiap

orang dilarang untuk:

**Leden Marpaung, op.cit., 53.
67Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya
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1. Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam
keadaan hidup;

2. Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan
satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia
ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia

4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-
bagian lain satwa uang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari
bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau
memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Terkait jika sesorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar
yang dilindungi tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau dapat dipidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).

Tindakan perdagangan ilegal tersebut berupa tidak dimilikinya izin resmi
serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindung yang seharusnya dimiliki
oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 2

Kepmenhut Nomor 277/Kpts-11/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha
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Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai

berikut: **

1. Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan
pengembangan dan pengembangbiakan;

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutananm yang
memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin,
umur atau ukuran dan wilayang pengambilan serta dilengkapi dengan
rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas
keilmuan;

3. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas
keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendadi dari otoritas keilmuan
bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan
merusak populasi dihabitat alam;

4. Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana
dimaksud dalam nomor 2 dan huruf 3, menteri dapat menyetujui atau
menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan
rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan
yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Selain itu terdapat juga prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Balai

Konservasi Sumber Daya Alam yang persyaratannya adalah sebagai berikut:

68Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-11/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha
Pengambilan atau Penangkapan Perdaran Tumbuhan dan Satwa Liar

**Muhammad Igbal,[et.,al./, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan
Satwal.angka TANPA Izin di Indonesia” (2014) 3 <http://e-
journal.th.unmul.ac.id/index.php/beraja>.<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?arti
cle=148978 &val=2306&title=TINJAUN%20YURIDIS%20TERHADAP%20KEPEMILIKAN%2
ODAN%20PENJUALAN%20SAT%20LANGKA %20TANPA%201ZIN%20D1%20INDONESIA
> Diakses 2 Desember 2018
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1. Proposal izin penangkaran;

2. Foto copy KTP untuk individu/perseorangan dan akta notaris badan usaha;
3. Surat keterangan Bebas Gangguan Usaha dari Kecamatan setempat;

4, Bukti tertulis asal usul indukan;

5. BAP persiapan tekhnis;
6. Dan surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat.

Kendati telah terdapat peraturan yang jelas mengatur perizinan serta syarat
kepemilikan satwa liar tersebut namun masih banyak di kalangan masyarakat
yang masih melanggar aturan tersebut dengan dalih banyaknya syarat yang

dibutuhkan untuk kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2020,
adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Peneliatian

Bulan

Juli Agustus September | Oktober Mei Juni K
2020 2020 2020 2020 2021 2021 eterangan

No Kegiatan

Minggu ke

12 4111 2|3/ 4/1|2/3|4/12/3]4 1234|1234

Seminar Proposal

Perbaikan Proposal

Acc Perbaikan

Penilitian

Penulisan Skripsi

Bimbingan Skripsi

Seminar Hasil

O N OO W N

Meja Hijau

3.1.2. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di
J1.Pengadilan No.8 Medan.
3.2.  Metodologi Penelitian
3.2.1. Jenis Penelitian
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap
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pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap
permasalahan diatas.Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang
mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang
digunakan.Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang
telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan
secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan
cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak
buku yang berhubungan dengan penelitiannya.
3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
3.2.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder.

Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan
ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa KUHP dan
Undang-Undang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi
atau hasil kajian tentang tindak pidana di bidang perdagangan ilegal satwa
liar yang dilindungi seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis
ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan ilegal

satwa liar yang dilindungi berkaitan dengan persoalan di atas.
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3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif
kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan
menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis
sehingga memudahkan interprestasi data dan penarikan suatu kesimpulan.
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu
kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang
didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu
kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan

penelitian dan mengajukan saran-saran.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang-
undangan terkait dengan penegakan hukum tindak kejahatan terhadap
satwa, yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan
Pemerintah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tertuang
dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman mengenai sanksi pidana
terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

2. Usaha penegakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa liar yang
dilindungi khususnya yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Medan
dengan Register Perkara Nomor800/Pid.BLH/2019/PN-Mdn menunjukan
upaya penegakan hukum pidana yaitu menyatakan terdakwa Arbain Als
Bain telah terbukti secara sah bersalah mayakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar
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Rp.50.000.000 (Ilima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga)

bulan.
5.2. Saran
1. Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam pratiknya

ketika telat terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar sebagai wujud
nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan
pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa liar yang
dilindungi, serta pengetahuan terkait jenis satwa liar yang dilindungi dan
peran satwa tersebut bagi ekosistem harus ditingkatkan lagi karena hal
tersebut akan lebih membantu para penegak hukum untuk lebih berpikir
rasional mengenai dampak yang timbul apabila tindak pidana perdagangan
sarwa liar yang dilindungi terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan
tersebut.Kordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum juga
harus lebih ditingkatkan seperti antara penyidik Polri atau PPNS
kehutanan dengan kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana
perdangan satwa liar yang dilindungi.

2. Perlu revisi terhadap ketentuan pidana undang undang Nomor 5 tahun
1990 tentang konservasi Sumber daya Alam dan Ekositem dalam hal
penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar
yang dilindungi agar lebih menimbulkan efek jera bagi para pelaku
tersebut.Penggunaan undang-undang lain dalam proses penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi

perlu dilakukan melihat perkembangan dewasa ini, seperti misalnya cara
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transaksi yang dilakukan oleh penjual melalui media sosial. Kegiatan
tersebut juga dapat dikenakan dengan undang-undang tentang informasi

dan transaksi elektronik.
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LAMPIRAN 1.
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LAMPIRAN 2.
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LAMPIRAN 3.

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana dalam perdagangan satwa yang

dilindungi di kawasan di kawasan sumatera utara?
Masalah penegakan hukum pengadilan hanya memeriksa,memutus jika ada
perkara yang masuk. Masalah perdagangan satwa dari pihak
penyidik,dikarenakan pengadilan tidak dapat turun kelapangan sesuai dengan
KUHP.

2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa yangdilindungi
dikawasan di sumatera utara?

Perlindungan hukumnya jika satwa yang disita dikembalikan kepada BKSDA
dengan perintah di kembalikan pada habitanya.

3. Terkait dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya, apa sudah membuat efek jera bagi
masyarakan yang melangar hukum tersebut?

Masalah efek jera sangat sulit sekali bagi masyarakat diakibatkan
perekonomian yang sulit untuk membuka wusaha, mencari pekerjaan
mengakibatkan sebagian masyarakat melangar aturan dalam perburuan satwa
yang di lindungi untuk di perjualkan. Hakim hanya memutus sesuai Undang-
undang terkait denda yang di berikan terhadap pelaku perdagangaan satwa
sangat relatif sekali, dimana kita juga melihat kemampuan perekonomian
terdakwa tersebut. Jika di situ ada minimalnya ia diatas minimal uji sama

dengan minimalnya tapi tidak boleh lebih dari maksimalnya.
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4. Bagaimana cara menangulangi terhadap perdagangan satwa?
Agar pihak penyidik harus sering mengadakan operasi menangkap orang-

orang yang memiliki satwa yang dilindungi secara ilegal.
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